
SALINTAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
IndonesiaTahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2021 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, 
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 98); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 
kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah. 

11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas 
Daerah. 

12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening 
Kas Umum Daerah yang diakui sebagai penambah Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan 
yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 
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13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dan i Rekening 
Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan clan tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 
daerah. 

14. Belanja Daerah yang bersifat mengikat adalah belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 
seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. 

15. Belanja Daerah yang bersifat wajib adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, 
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman 
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. 

16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah 

17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah 

18. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali oleh Pemerintah Daerah, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk 
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar 
seluruh Pengeluaran Daerah. 

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah clan 
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD 
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 
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22. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan 
DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 
atas pelaksanaan APBD. 

24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan 
operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit 
satuan kerja perangkat daerah tertentu dan/atau untuk 
membiayai pengeluaran yang menurut sifat clan tujuannya 
tidal( mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

26. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU 
adalah penggantian uang persediaan dalam jumlah 
tertentu yang diberikan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk 
membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja 
perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah 
tertentu dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung 

27. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU 
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu 
dalam 1 (satu) bulan. 

28. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS 
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/penerima 
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ 
atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat 
perintah membayar langsung. 
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29. SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran uang muka 
kerja dalam jumlah tertentu untuk membiayai Kegiatan 
operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit 
satuan kerja perangkat daerah tertentu dan/ atau untuk 
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

30. SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pembayaran penggantian 
uang persediaan dalam jumlah tertentu yang diberikan 
kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu untuk membiayai Kegiatan operasional pada 
satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja 
perangkat daerah tertentu dan/atau untuk membiayai 
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

31. SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran tambahan uang muka yang 
diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara 
pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan i UP 
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

32. SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
pembayaran langsung kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima 
hak lainnya penerima hak atas dasar perjanjian kerja, 
surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya. 

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA 
SKPD. 

34. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat 
S PM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP 
untuk mendanai Kegiatan. 

35. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah 
dibelanjakan. 



-7- 

36. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 
pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak 
dapat menggunakan LS dan UP. 

37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana atas Beban APBD. 

39. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat. 

40. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

41. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

42. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa Program. 

43. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit SKPD yang 
dikecualikan dalam ketentuan penatausahaan keuangan 
daerah sesuai ketentuan perundang-undangan 

44. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

45. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD. 

46. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 
APBD. 

47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

49. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 
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50. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan i suatu 
Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

51. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

52. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Unit 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKPD. 

53. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

54. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
Unit SKPD 

55. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

56. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 

57. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

58. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dan i penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

59. Hari adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pengelola Keuangan Daerah; 

b. Sistem dan Prosedur Penganggaran APBD; 

c. Sistem dan Prosedur Penganggaran Perubahan APBD; 

d. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Penerimaan; 

e. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pengeluaran; 

f. Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan. Pemerintah 
Daerah; 

g. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Rincian Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 
Peraturan Bupati mi. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saat Peratuan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 5) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal 13 Maret 2023 

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

ANANG DIRJO 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 13 Maret 2023 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

ttd. 

JUNI GULTOM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 6 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

2. Bupati mempunyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan Kuasa BUD; 
h. menetapkan KPA; 
i. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran; 
j. menetapkan bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak Daerah dan retribusi Daerah; 
1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang 

dan Piutang Daerah; 
m. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
n. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

o. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Kewenangan lain Bupati adalah menetapkan bendahara ban tuan 
operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi 
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Kode Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tambah 
(Kurang) 

% 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

dst 

Pengeluaran Pembiayaan 
Pembentukan Dana Cadangan 

Jenis pembiayaan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Obyek pembiayaan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Rincian Obyek pembiayaan selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Sub Rincian Obyek pembiayaan selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

4(6-ci 
BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

ttd. 

ANANG DIRJO 
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